
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR: 

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAI'IP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA F,SA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

b.

GUBERNUR RIAU,

bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor B/109/D.1. PANRB-UPRBN /3/2016 t€-r]ggal 30 Maret
2016 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
direkomendasikan agar Pemerintah Provinsi Riau men]'usun
Pedoman Akuntabilitas dan Sistem Pengukuran Kinerja;

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksalaan Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingkungal Pemerintah Provinsi
Riau, diperlukan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinela
Instalsi Pemerintah (SAKIP) di Lingkr.urgal Pemerintah Provinsi
Riau;

bahwa berdasarkan pertimbalgal sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeiintah
(SAKJP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Undalg-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jarnbi darr Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L646);

Undang-Undalg Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851)j

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undaig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nornor 244, Tambahan Lembanan Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telal diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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5.

6.

7.

Peruba-han Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangao dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentarrg Lapo.an
Penyelenggaraan Pemerintahart Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lnformasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 19, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instalsi Pemerintah
(L,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaal Keuangal Daerai (Berita Negara
Republik Indon€sia Tahun 2O11 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

8.

9.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINEzuA INSTANSI PEMERINTAH ISAKIP} DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

Pasal L

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berkedudukan sebagai
instrumen, tatanan, darl metode pertanggungjawaban, meliputi taiaparl
perencairaan, pelal<salaal, pengukuran dan pelaporal yang membentuk siklus
akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang juga me.upakan
infrast uktur bagi proses pemenuhan kewajiban Satuar Keda Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkar
keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi Satuan Keda Perangkat
Daerah (SKPD).

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Pedoman Sistem Akuotabilitas Kineda Instansi
Pemerintah (SAI(IP) sebagai acuan bagi Satuan Ke4a Perangkat Daera}r
(SKPD) dalam mempertanggungjawabkan kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.



(2) Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinefja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun
bertujual untuk :

a. Mewujudkar optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerai (SKPD) di Lingkurgan
Pemerintah Provinsi Riau

b. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas, dan kesinambungan mulai dari
kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta
pelaporan kinerja; dan

c. Meningkatkan kualitas pelaporan akuntabilitas kinelja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)

Pasal 3

(1) Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I disusun dengan sistematika sebagai
berikut :

BAB I PENDAHULUAN,
BAB II IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH,
BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS

K]NERJA INSTANSI PEMERINTAH.
BAB IV PENUTUP

(2) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan sistematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiral dan
merupakal bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tarlggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peiaturan
Berita Daeral Provinsi Riau.

Ditetapkandi Pekanbaru
pada tanggal

. ARSYADJULIANDI RACHMAN

INSI RIAU.

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NoMoR 
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A.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 
TANGGAL i 

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAI{IP)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governa-nce, kebiiakan umum

pemerintah adalah ingin menjalankal pemeiintahan yang berorientasi pada

hasil {result oiented gooemment). Oliel:Itasi pada input, terutana uang, yang

seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintaha! yang

beroiientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi

masyaralat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang

sesuai dengal kebutuhal masyarakat Output merupakan hasil iangsulg dari

prograrn-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dal! dapat

berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, Sedangkan

outcome adalah berfungsinya sarana, barang dal jasa tersebut sehingga

memberikan ma-rlfaat bagi masyaiakat. Output dan outcome inilah yang

selayaknya dipaldang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran

seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan

faktor penting untuk mencapai kinerja tedentu berupa baik output maupun

outcome. Moneg follows funcdon, bukal sebaliknya, karerra itu prinsip dasar

manajemen berbasis kinerja adalah no perfonnance, no moneA.

Defiaisl / Termirologl

Beberapa peristilahan atau terminologi dalam pedomal ini, antara lain:

1. Satua$ Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalalt

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Peme.intah Provinsi Riau.

2. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungiawabkar keberhasilarr/kegaga-1an

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamalatkan pa,ra

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telai ditetapkan melalui

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

B.
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5.

6.

3.

7.

8.

9.

11.

Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasajan

ataupun tqjuan instansi pemerintah,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yarg selaljutnya

disingkat SAKIP adalah instrumen yarrg digunakar SKPD dalam

memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organ isasi.

Implementasi SAKIP adalah tindakan nyata atas penerapan SAKIP sesuai

dengal peraturan perundang-undangan.

Kinerja Instansi Pemerintal adalah gambaran mengenai lingkat

pencapaian sasaralr aLaupun tujuan organisasi.

Sistem adalah kerangka dari prosedur/sub sistem yang sa-ling

berhubungan, dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan implementasi

SAKIP.

Prosedur adalah urusan pekerjaan yalg dilaksanakal oleh aparatur

untuk menjamin konsistensi penerapan SAKIP.

Rencana pembaigunan jangka menengah daerai yang

sela$jutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Rensba

SKPD adalah dolarmen perencanaarr SKPD untuk periode 5 (lima) taiun.
Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disiogkat dengar IKU adalah

variabel yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor kunci

keberhasilan (citical success fador) yar:g krusial terhadap pencapaian

program/kegiatan yartg menggambarkan keberhasilan dan/atau

kegagalan suatu organisasi.

lndikator Kinerja adalah variabel yang mengindikasikan/rnemberi

petunjuk tentang suatu keadaan tertentu untuk mengukur perubaha:r

atau merupakan unsur dalam akuntabilitas kine{a yang akan dihituag

dan diukur dalam pengukuran capaian kine{a.

Rencana Kinerja Tahunal adalah dokumen resmi tahunal mengenai

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yarg atar dicapai pada tahun

yaig bersangkutan.

Perjanjian Kine{a adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah uotuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kine{a.

10.

72.

13.

r4.



15. Pengukuran Kinerja adatah perbandingan kinerja artara realisasi kineia

al<tual dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar praktek terbaik

ata..f benchmqrking.

16. Evaluasi Kinerja adalah suatu proses penilaiar atas pencapaian kineia

da-lam formulir pengukuran kinerja yarg menguraikal mengenai

keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasalan strategis

berdasarkan pencapaian program/kegiatan serta kendaia yang terjadi.

17. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen resmi tahunan

Instansi Pemerintah, berisi pertalggungjawaban kinerja instansi da-lam

mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

C. Tujuan Pedoman

Pedoman SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau bertujuan

untuk menyedial<arr acuan bagi SKPD di lingkungan Pemeiinta! Provinsi Riau

dalam mengimplementasikan SAKIP agar dapat menghasilkal keseragaman

dalam perumusal IKU, Renstra, Perjanjia-n Kinerja, Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja serta Laporan Kinerja.



BAB II
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINEzuA INSTASI

PDMERINTAH (SAKIP)

A. Ruang Lirgkup SAKIP

Ruang lingkup SAKIP meliputi proses penyelenggaraan pertanggung

jawaban kinerja orgalisasi yalg ditualgkan dalam beberapa dokumen, yaitu :

(1). RPJMD;

(2). Rensba;

(3). Indikator Kineda Utama;

(4). Pe4anjian Kinerja; dart

(5). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B, Prosedur Implemeatasl SAKIP

Dalam kaitannya dengan dokumen perencaJraa,n, penganggaran, datt

pertanggungiawaban kinerja, penerapan akuntabilitas kinerja dimulai

semenjak perencanaal jangka menengah atau Renstra. Renstra memuat taiget

kinerja lima tahunan yang terukur. Perencanaan kinerja lima tahunarl tersebut

kemudian dijabarkan ke dalam dokumen perencaraan kineda tahurrar atau

Rencana Kinerja Tahunal. Rencana Kinerja Ta1lunal menetapkan target

kinerja yarlg akan dicapai pada satu tahun, dan target-ta-rget kinerja tersebut

menjadi dasar penganggaran program dal kegiatan di Rencala Kerja

Anggajan.

Gambar I
Sisteln Akuntabilitas Ki|leija Iustaosi Peaerintah

Daftar Penetapan
Anggaran

Perjanjian
r<inerja

Laporan Kerrangan
Rewievwed



Akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari upaya revolusi mental,

perubaharr dari 'input oiented." menJadi "outconle oiented'. Hal ini sejalan

denga$ upaya mengubah mental priyayi menjadi mental pelayalal publik,

sehingga yang dituntut dari setiap instansi bukan saja sekedar anggararr yang

te.serap atau kuantitas output yang diciptalal, tetapi seberapa besar

pengguraan angga.ran tersebut berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraal,

tingkat keamanan, kondisi perekonomian, dan kondisi lainnya yang dirasakal

masyara-kat.

1. RPJMD

RPJMD merupakan dokumen perencana€m pembangunan daerah

untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yalg berisi penjabaran dari

visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP

Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkai secara

arif tgntang visi misi dao agenda Gubernur terpilih dalam tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan pembangunan yarrg meresporl kebutuhan dan

aspirasi masyarakat serta kesepal<atan tentang tolak uku-r kinerja ultuk
mengukur keberhasilal pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Penrusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip - prinsip sebagai

berikut :

1 Sbategis

2 Demokratis Dan Partisipatif

3 Politis

4 Perencanaan Bottom - up

5 Perencanaan Top Down

2. RENSTRA

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penl.usunar RENSTRA

ada,lah sebagai berikut :

a. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukar oleh SKPD agar

dapat dijadikan sebagai landasan dalam penl-usuran dokumen-

dokumen SAKIP selanjutnya. Dengan adanya Renstra SKPD dapat

menyelaraskan Visi dal Misinya. Dokumen renstra halus dilengkapi

dengaJr IKU yang merupakan acuan dalam perumusan indikator

kinerja SKPD.



b. Renstra harus memperhatikan pada RPJMD. Visi SKPD dirumuskan

dengal mengacu kepada visi Pemerintah Provinsi Riau yalg

dirumuskan dalam RPJMD.

c. Fokus pada sasaran strategis dan indikator pada RPJMD

d. Rensta SKPD disusun paling lambat 1 bulan setelah RPJMD

diterbitkan.

e. Analisis lingkungan, nilai dan faktor kunci keberhasilan.

f. Tu.juan organisasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Rumusan tujuan bersifat idea-listik menginginkan kondisi yang

lebih baik;

2. Rumusan tqjuan berorientasi hasil;

3. Rumusan tujuan menjabarkan kata kunci yalg terdapat pada

misi;

4. Rumusan tqjuan memperhatikan faktor kunci keberhasilal.

g. Format Renstra berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undarrgair
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Petunjuk Pengisian

1. *)

3. Kolom (1)

4. Kolom (2)

5. Kolom (3)

6. Kolom (4)

7. Kolom (5)

8. Kolom (6)

9. Kolom (7)

10. Kolom (8)

11. Kolom (9)

12. Kolom (10)

13. Kolom (11)

14. Kolom (12)

15. Kolom (13)

16. Kolom (14)

17. Kolom (15)

18. Kolom (16)

19. Kolom (17)

20. Kolom (18)

21. Kolom (19)

22. Kolollr. (2O)

23. Kolom (21)

diisi Nama SKPD yang bersangkutan

diisi Nama Provinsi/Kabupaten/Kota yarg
bersangkutan
diisi Tujuan

diisi Sasaran

diisi Indikator sasafan

diisi Kode Program/ Kegiatan

diisi Nama Program/Kegiatan

diisi Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
diisi Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaal

diisi Target Kinerja Program pada Tahun- 1

diisi Kerangka Pendanaan pada Tahun- 1

diisi Target Kinerja Program pada Tahun-2

diisi Kerangka Pendalaal pada Tahun-2

diisi Target Kinerja Program pada Tahun-3

diisi Kerangka Pendalaal pada Tahun-3

diisi Target Kinerja Program pada Tahun-4

diisi Kerangka Pendanaan pada Taiun-4
diisi Target Kinerja Program pada Tahun-s

diisi Kerangka Pendanaan pada Tahun-s

diisi Target Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra
diisi Kerangka Pendanaan pada akhfu periode
Rertstra
diisi Unit Kerja Penanggung Jawab

diisi Lokasi

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU SKPD mengacu pada IKU Provinsi Riau. IKU harus

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Rumusan Indikator harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai,

berorientasi hasil dan dapat dibandingkarl

b. Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang menunjukkan

berfungsinya keluararr

c. Output (keluaran) adalah hasil langsung dari kegiatan baik berupa

fisik mauoun non fisik



d.

e,

Indikator kinerja dapat dievaluasi secara berkala darr ditajamkan

apabila perlu untuk mengukur keberhasilan sasaran yang lebih

spesifrk.

Sasaran dari Indikator Kinerja adalai penjabaran dari tujua-o, yaitu

sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintalr

dalam jalgka wai<tu tahunan, semester, triwulan, atau bulanan,

sasaran disajikan dalam bentuk kalimat yang terukur. Perumusan

sasaran harus mengacu pada RPJMD Provinsi Riau, Rumusan

sasaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Rumusan sasaran menjabarkan kata kunci yang terdapat pada

tujuan;

2. Sasaran berorientasi hasil, spesifik, dapat diukur,

memperhatikan kurun wa&tu dapat dicapai;

3. Sasaran wajib dilengkapi indikator sasaran yang terukur (diben

argka taJget dan satuannya).

f. Format IKU berpedoman pada ketentuan peraturan peruldalg-
undallgall

SKPD

Penanggungja\Yab



Peh.rnjuk Pengisian :

1. Kolom (1)

2. Kolom (2)

3. Kolom (3)

4. Kolom (4)

5. Kotom (5)

6. Kolom (6)

7. Kolom (7)

diisi nomor urut

diisi dengan Urusa-n Pemerintahan/ Prioritas

diisi dengan Sasaran RPJMD

diisi dengar Indikator Kinerja Utarna

diisi dengan Formulasi

diisi dengan SKPD Penanggungjawab

diisi dengan Keterangan

4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yalg berisikan

penugasar dari pimpinal instarrsi yang lebih tinggi kepada pimpinal

instansi yang lebih rendah untlrk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja

harus memperhatikan hal sebagai berikut:

a. Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian

yaitu:

l. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas

Pernyataan untuk mewujudkan suatu kineda pada suatu

tahun tertentu dan Tanda tangarr pihak yarg berjanji/para

pihak yang bersepakat.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran perjanjian Kineda merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam dokumen perjaljial kinerja. Informasi

yang disajikan dalam lampiran perjanjiar kinerja disesuaikal

dengan tingkatnya

b. Format Perjanjian Kinerja mengacu pada ketentuan peraturan

perundalg-undalgal



-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam ralgka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yaig

bertanda tansan di bawah ini:

selanjutnya disebur pihak pertama

Nama

Jabatan

NaIna

Jabatan

selaku atasan pihat pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama befanji akan mewujudkan target kineda yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjiar ini, dalam raJtgka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalal pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yalg diperlukal serta

akan melakukan evaluasi terhadap capaial kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukal dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Pihak Pertama,



5. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya

peniogkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas

dilakrkan dengal cara klarifikasi output dar' outcome yarl.g akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terw-ujudnya organisasi yang

akuntabel. Pengukuran kinerja di lakukal dengan membandingkan

antara kinerja yang (seharusnya) tedadi dengan kineia yang

diharapkan.

Persentase capaian kinerja dapat diperoleh dengan .umus

sehaoai herih tt'

fteaiif,aji
CataiEnKineria: _ x tojVolafgPt

PENGUI(URAN KINERJA

SICPD :

Tahun :

Jumlah Anggamn Progam Talun .... Rp... (c)

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tatrun Rp... (d)

Kepala SKPD ...

No
Sasalan

Strategis

Indikator Sasaran 9/.

Capaian

Kinerja

Keuangan

Ur.ian Satuan Target Realisasi Anggaratr Realisasi Vn

(1) (2) (3) (4) (6) (1) (8) (e) (r

0)

(..................-..............,



Petunjuk Pengisian

diisi nama SKPD yang bersalgkutal
diisi dengan Tahun Anggaran

diisi dengan nomor urut

diisi dengal Sasaran Strategis

diisi dengan Indikator Kine{a SasaJan Strategis

diisi dengal satuan dari setiap indikator kineia
diisi dengan ar:gk,a/larget kinerja yang akan
dicapai
diisi dengan realisasi dari setiap indikator kinerja

diisi dengal persentase pencapaian ta-rget dari
setiap indikator kinerja
diisi dengan jumlalr anggaran dalam DPA

diisi dengal realisasi penyerapan anggaran
berdasarkan SPJ
diisi dengan persentase kinerja keuarrgan

1. Header (a)

2. Header (b)

3. Kolom (1)

4. Kolom (2)

5. Kolom (3)

6. Kolom {4)

7. Kolom (5)

8. Kolom (6)

9. Kolom (7)

10. Kolom

11. Kolom

12. Kolom (10)

(8)

(e)

6, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP}

LKj IP merupatan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dal fulgsi yalg dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

pen''usun€rn laporan kinerja adalah pengukural kinerja dal evaluasi

serta pengungkapan (di,sclosure).

SistemaLika laporan LKj lP adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikal penjelasan umum organisasi, dengan

penekalal kepada dengan penekalal kepada dengal penekanal

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategic issued) yang sedarg dihadapi orgalisasi.

Bab II Perencalaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasal/ikhtisar perjanjian kine{a
tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaiarr Kinerja Orgarisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasa.ran strategis untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai



dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaral strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan anta-ra target dan realisasi kinerja tahun

ini
2. Membandingkan artara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan taiun
ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalarfl

dokumen perencanaan strategis organisasi

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

standar nasional fiika ada)

5. Anatisis penyebab keberhasilan/kegagalal atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan

6. Analisis atas elisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaiar pernyataan kineda

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikal realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengal dokumen Perjanjian Kinerja.

' Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yalg akalt dilakukan

orgaiisasi untuk meningkatkai kinerjalya.
. Lampiran;

o Perjanjian Kine{a

o LainJain yarg dianggap perlu



BAB III
MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMDRINTAH

A. Teknik Penyusunan Laporan Kinerja

Pada dasarnya lapora:r kinerja disusun oleh setiap tingkata!

organisasi yang menJrusun perjanjian kinerja dal merryajikan informasi

rcnmllg:

1. Uraian singkat organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukurar kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaral strategis atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud

B. waktu Penyampaian Laporan

Kepala SKPD menlrusun laporan kinerja tahunan berdasaJkan

perjaljial kinerja yarlg disepalati dal menyampaikannya kepada

Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulal setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur menJrusun laporan kinerja tahunan berdasarkal

perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikarnya kepada

Menteri Peiencarraal Pembangunal Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan

Reformasi Birokrasi, darl Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun alggaran berakhir.



BAB IV

PENUTUP

Pedoman SAKIP merupakan pedoman yang digunakan sebagai acuan

dalam mengimplementasikan SAKIP pada SKPD dengal harapan terdapat

keseragarnai dalarn pioses daJl hasil implementasinya. Sehingga Laporan

Akuntabilitas Kinerja SKPD dapat disusun secara benar, ehsien dan efektif serta

dapat dipertanggungj awabkan.

Implementasi SAKIP merupakan bahan masukar untuk menilai

keberhasilar atau kegagalan kinerja dan sebagai upaya berkesinambungan

untuk perbaikan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Riau.

GUBDRNUR RIAU
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